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Penelitian ini menganalisis bagaimana pertimbangan hukum yang menolak dan mengabulkan permohonan
pencatatan perkawinan beda agama sebelum diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2023 (“SEMA No. 2 Tahun 2023") serta kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap permohonan
pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian
doktrinal. Pencatatan perkawinan sahnya perkawinan tidak |epas dari syarat sah menurut agama (Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Sedangkan, Pasal 35 huruf a Undang-
Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan
perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Ketentuan ini telah memberi
kesempatan adanya penetapan perkawinan beda agama yang kontradiktif dengan Pasal 2 Undang-Undang
Perkawinan. Kemudian lahirlah perbedaan keputusan hakim dalam menentukan permohonan perkawinan
beda agama. Sebagian pertimbangan hukum menganggap bahwa perkawinan beda agama tidak sah untuk
dilakukan dengan berdasar pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Di sisi lain, pertimbangan
hukum yang digunakan adalah pertimbangan hukum yang digunakan adalah pasal-pasal yang mensiratkan
tidak adanya larangan atas dilakukannya perkawinan beda agama. Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023
tidak dapat berlaku surut membuat status perkawinan beda agama yang dilangsungkan sebelum
diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 tetap mendapatkan hak sebagaimana mestinya. SEMA No. 2
Tahun 2023 menjadi jawaban dari adanya kekosongan dan ketidakpastian hukum terkait aturan perkawinan
beda agama di Indonesia. Meskipun hierarki SEMA dalam peraturan perundang-undangan masih belum
jelas, namun SEMA No. 2 Tahun 2023 tetap dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk tidak mengabulkan
permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

...... This study analyzes how legal considerations reject and grant applications for registration of interfaith
marriages before the issuance of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 ("SEMA No. 2 of 2023")
and the position of SEMA No. 2 of 2023 regarding applications for registration of interfaith marriages. This
study was compiled using a doctrinal research method. Registration of a valid marriage cannot be separated
from the requirements for validity according to religion (Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974
concerning Marriage). Meanwhile, Article 35 letter aof Law No. 23 of 2006 concerning Population
Administration states that registration of marriages also applies to marriages determined by the Court. This
provision has provided an opportunity for the determination of interfaith marriages that contradict Article 2
of the Marriage Law. Then there was a difference in the judge's decision in determining applications for
interfaith marriages. Some legal considerations consider that interfaith marriages are not valid to be carried
out based on Article 2 paragraph 1 of the Marriage Law. On the other hand, the legal considerations used are
the legal considerations used are the articles that imply that there is no prohibition on interfaith marriages.
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The position of SEMA No. 2 of 2023 cannot be applied retroactively, making the status of interfaith
marriages that took place before the issuance of SEMA No. 2 of 2023 still get the rights as they should.
SEMA No. 2 of 2023 is the answer to the legal vacuum and uncertainty regarding the rules on interfaith
marriagesin Indonesia. Although the hierarchy of SEMA in the laws and regulationsis still unclear, SEMA

No. 2 of 2023 can still be used as a guideline for judges not to grant requests for registration of interfaith
marriages.



